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Abstrak: Penelitian terdahulu mengenai perempuan Salafi di Indonesia terutama berfo-
kus pada domestikasi, segregasi gender, dan agensi perempuan, sementara perhatian 
terhadap proses terbentuknya profesionalisasi dan otoritas keagamaan masih terbatas. 
Artikel ini menganalisis transformasi perempuan Salafi dari peran domestik menuju 
profesionalisasi keagamaan serta bagaimana proses tersebut membentuk otoritas keaga-
maan mereka. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan 
dan analisis tematik, penelitian ini menemukan bahwa pendidikan memungkinkan 
perempuan Salafi memperoleh modal keagamaan yang kemudian mendorong profe-
sionalisasi, memperkuat pengakuan sosial, dan pada akhirnya membentuk otoritas 
keagamaan dalam komunitas Salafi. Pendidikan memberikan pengetahuan keislaman, 
pengalaman kelembagaan, dan legitimasi akademik yang memungkinkan perempuan 
menjalankan peran sebagai pendakwah, pendidik keagamaan, dan pengawas lembaga. 
Melalui peran tersebut, mereka memperoleh pengakuan sosial yang memperkuat 
legitimasi sebagai aktor keagamaan. Artikel ini berkontribusi pada kajian otoritas keaga-
maan perempuan dengan menunjukkan bagaimana pendidikan dan profesionalisasi 
mengubah modal keagamaan menjadi otoritas yang diakui secara sosial dalam gerakan 
Islam konservatif di Indonesia. 
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Pendahuluan 

Perdebatan mengenai posisi dan peran perempuan dalam gerakan Islam 
konservatif merupakan salah satu isu penting dalam studi Islam kontemporer 1. 
Di satu sisi, berbagai gerakan Islam konservatif sering dipandang sebagai insti-
tusi yang mereproduksi relasi gender yang hierarkis melalui pembagian peran 
yang tegas antara laki-laki dan perempuan.2 Dalam kerangka tersebut, perempu-
an umumnya ditempatkan pada ranah domestik sebagai istri, ibu, dan pengelola 
rumah tangga, sementara otoritas keagamaan dan kepemimpinan publik lebih 

 
1 L Ahmed and K Ali, Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate, Women and 
Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate (Harvard Divinity School, United States: Yale 
University Press, 2021), https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-851036845-
48&partnerID=40&md5=edb18e31a7693bc690b2d899db100508. 
2 David Kloos, “The Salience of Gender: Female Islamic Authority in Aceh, Indonesia,” Asian 
Studies Review 40, no. 4 (October 7, 2016): 527–44, https://doi.org/10.1080/10357823.2016.-
1225669. 
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banyak dikaitkan dengan laki-laki 3. Konsekuensinya, perempuan sering diposi-
sikan sebagai penerima otoritas keagamaan daripada sebagai produsen atau 
pemegang otoritas itu sendiri. Persoalan ini menjadi semakin menarik ketika 
perubahan sosial, pendidikan, dan mobilitas perempuan mulai menghadirkan 
bentuk-bentuk partisipasi baru yang tidak sepenuhnya sesuai dengan konstruksi 
gender konservatif yang selama ini diasumsikan 4. 

Dalam konteks Indonesia, Indonesia menjadi kasus yang penting (critical case) 
untuk dikaji karena perkembangan Islam konservatif berlangsung bersamaan 
dengan meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan, mobilitas sosial, 
dan ruang-ruang publik. Kondisi ini menciptakan ruang negosiasi antara 
konstruksi gender konservatif dan perubahan peran perempuan dalam kehi-
dupan sosial-keagamaan, problem tersebut dapat diamati dalam perkembangan 
gerakan Salafi yang mengalami pertumbuhan cukup pesat sejak dekade 1990-an 
melalui jaringan dakwah, lembaga pendidikan, media keagamaan, dan 
komunitas-komunitas kajian. Secara ideologis, Salafisme menempatkan laki-laki 
dan perempuan dalam peran yang berbeda berdasarkan interpretasi tertentu 
terhadap ajaran Islam 5. Perempuan dipandang memiliki tanggung jawab utama 
dalam keluarga dan pendidikan anak, sehingga aktivitas mereka di ruang publik 
sering kali dibatasi oleh norma-norma kesalehan yang berlaku dalam komunitas 
Salafi 6. Namun, meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan Islam 
dan kegiatan dakwah membuka peluang bagi munculnya peran baru di luar 
ranah domestik. Kondisi ini menjadikan perempuan Salafi di Indonesia penting 
dikaji untuk melihat bagaimana pendidikan dapat mendorong profesionalisasi 
dan pembentukan otoritas keagamaan. Karena itu, perempuan Salafi tidak 
cukup dipahami hanya melalui peran domestik, tetapi juga perlu dilihat dari 
proses mereka memperoleh pengetahuan, membangun kompetensi, menjalan-
kan peran profesional, dan mendapatkan pengakuan sebagai aktor keagamaan. 

Namun, perkembangan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menun-
jukkan dinamika yang lebih kompleks. Meningkatnya akses perempuan Salafi 
terhadap pendidikan tinggi Islam telah membuka peluang baru bagi keterlibatan 
mereka dalam berbagai aktivitas keagamaan dan kelembagaan.7 Namun, keha-
diran perempuan dalam ruang-ruang tersebut tidak serta-merta membuat 
pandangan dan pengetahuan mereka diterima sebagai rujukan keagamaan. 
Pengakuan terhadap kapasitas keagamaan perempuan terbentuk melalui proses 

 
3 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender (Yogyakarta,: 
LkiS, 2002). 
4 M H Bøe, “Controversies, Complexities and Contexts: Teaching Islam through Internal Feminist 
Critique of the Religion,” Religions 11, no. 12 (2020): 1–17, https://doi.org/10.3390/rel11120662. 
5  Zaky Ismail et al., “Seeking a Space of Equality: The Shifting Role of Salafi Women in 
Contemporary Indonesia,” Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam 14, no. 1 (2024): 211–29, 
https://doi.org/10.15642/teosofi.2024.14.1.211-229. 
6 Atas Peran et al., “Volume 18 , No . 2 , Juli 2019” 18, no. 2 (2019). 
7  A Havril, “Deconstructing Stereotypes: Perception of Women in Higher Education in the 
Kingdom of Saudi Arabia – A Realm of Empowerment,” Journal of Linguistic and Intercultural 
Education 12, no. 1 (2019): 99–111, https://doi.org/10.29302/jolie.2019.12.1.7. 
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yang melibatkan pengetahuan, pengalaman, posisi kelembagaan, dan penerima-
an komunitas. 8  Fenomena ini mengindikasikan adanya transformasi peran 
perempuan di dalam komunitas Salafi yang tidak lagi dapat dipahami semata-
mata melalui kerangka domestifikasi. Perubahan tersebut menimbulkan perta-
nyaan yang lebih mendasar mengenai bagaimana perempuan Salafi memperoleh 
legitimasi, membangun kompetensi keagamaan, dan menegosiasikan perannya 
dalam struktur sosial-keagamaan yang secara normatif tetap menempatkan laki-
laki sebagai pemegang otoritas utama. 9 

Kajian mengenai perempuan Salafi pada awalnya banyak diarahkan pada 
pertanyaan tentang bagaimana norma gender membentuk posisi dan peran 
perempuan dalam komunitas Islam konservatif. Dengan fokus pada kehidupan 
keluarga, pembagian peran domestik, pendidikan, dan ruang publik, Rizal dan 
Putri menunjukkan bahwa perempuan Salafi memahami kesetaraan sebagai 
kesamaan nilai kemanusiaan, tetapi tetap menempatkan perempuan dalam 
peran domestik setelah menikah. 10  Sejalan dengan itu, Khotijah dan Ahmad 
Madkur memperlihatkan bahwa pembagian peran domestik lebih sering 
dipahami sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran syariat daripada sebagai 
subordinasi 11. Sementara itu, Yuliatin memperluas perhatian pada pendidikan 
dan aktivitas publik dengan menunjukkan bahwa meskipun akses perempuan 
mulai mengalami perubahan, batas-batas normatif mengenai kepemimpinan 
perempuan masih dipertahankan oleh elit pesantren Salafi. Secara umum, 
kelompok penelitian ini berhasil menjelaskan bagaimana norma gender 
diproduksi dan dipertahankan dalam komunitas Salafi, tetapi perempuan masih 
lebih banyak diposisikan sebagai objek pengaturan sosial-keagamaan daripada 
sebagai aktor yang memiliki kapasitas membangun otoritas keagamaan 12. 

Perkembangan berikutnya menunjukkan pergeseran fokus dari domestifi-
kasi menuju agency perempuan Salafi. Sukron Mazid dan Sholihul Hakim 
menemukan bahwa perempuan dalam keluarga Salafi memiliki akses yang 
relatif setara dalam bidang pendidikan dan aktivitas ekonomi keluarga 13. Kajian 
Zaky Ismail dkk. melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bahwa perempuan 

 
8 I K Muyassaroh and R Sciortino, “Negotiating Living Hadith in Public Spaces: The Case of Salafi 
Muslimah Religious Study Groups in Yogyakarta,” Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis 
26, no. 1 (2025): 131–58, https://doi.org/10.14421/qh.v26i1.5715. 
9 F Abubakar, E Nurlaelawati, and A B Wahib, “Interpreting Bulugh: Enhancement of Women’s 
Rights through Management of Marriage within Salafi Community in Wirokerten, Yogyakarta,” 
Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies 12, no. 1 (2022): 139–63, https://doi.org/-
10.18326/ijims.v12i1.139-163. 
10 D Rizal and D Putri, “Reinterpreting Religious Texts on Gender Equality: The Perspective of 
Ahmad Syafii Maarif,” Juris: Jurnal Ilmiah Syariah 23, no. 2 (2024): 327–36, https://-
doi.org/10.31958/juris.v23i2.10233. 
11 Khotijah Khotijah and Ahmad Madkur, “Domestikasi Perempuan Salafi: Konstruksi Sosial 
Perempuan Salafi Di Kota Metro Lampung,” Kafa`ah: Journal of Gender Studies 8, no. 2 (2018): 197, 
https://doi.org/10.15548/jk.v8i2.219. 
12 Peran et al., “Volume 18 , No . 2 , Juli 2019.” 
13 Sukron Mazid and Sholihul Hakim, “Gender Equality of Salafi Family in Dieng,” Komunitas: 
International Journal of Indonesian Society and Culture 12, no. 1 (2020): 20. 
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Salafi tidak dapat lagi dipahami sebagai kelompok pasif karena mereka berperan 
dalam pendidikan tinggi, aktivitas dakwah, rekrutmen anggota baru, dan 
pemeliharaan jaringan sosial komunitas 14. Pada tingkat yang lebih luas, Schröter 
menunjukkan bahwa perempuan Muslim di Asia Tenggara semakin terlibat 
dalam proses negosiasi ruang sosial dan keagamaan melalui partisipasi dalam 
penafsiran teks dan advokasi hak-hak perempuan 15 . Meskipun demikian, 
kajian-kajian tersebut masih berfokus pada kemampuan perempuan untuk 
berpartisipasi dan bernegosiasi dalam ruang sosial-keagamaan. Agency perem-
puan dipahami sebagai kemampuan untuk bertindak dalam struktur yang ada, 
tetapi belum diarahkan untuk menjelaskan bagaimana perempuan memperoleh 
legitimasi, pengakuan, dan kewenangan sebagai pemegang otoritas keagamaan. 

Kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang kajian 
mengenai perempuan Salafi. Sebagian besar penelitian berfokus pada domesti-
fikasi, kesetaraan gender, segregasi sosial, dan agency perempuan, sementara 
proses pembentukan otoritas keagamaan remains insufficiently examined. 
Perubahan peran perempuan Salafi yang semakin banyak menempuh pendidi-
kan tinggi, aktif dalam dakwah, dan terlibat dalam lembaga pendidikan Islam 
menunjukkan pentingnya melihat bagaimana mereka membangun posisi 
keagamaan. Persoalannya bukan hanya bagaimana perempuan memasuki ruang 
keagamaan, tetapi bagaimana pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman 
profesional dapat menghasilkan pengakuan sosial dan membentuk otoritas 
keagamaan. Karena itu, hubungan antara pendidikan, modal keagamaan, 
profesionalisasi, pengakuan sosial, dan otoritas keagamaan menjadi penting 
untuk dikaji dalam konteks perempuan Salafi di Indonesia. 

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif 
baru dengan memfokuskan perhatian pada proses profesionalisasi keagamaan 
perempuan Salafi di Indonesia. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang 
menitikberatkan pada isu domestifikasi, segregasi gender, maupun agency, 
penelitian ini menganalisis bagaimana pendidikan tinggi Islam menghasilkan 
modal keagamaan yang kemudian dikonversi menjadi otoritas keagamaan 
melalui peran-peran profesional seperti ustadzah, musyrifah, dan pendakwah 
perempuan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan konsep profesio-
nalisasi keagamaan untuk menjelaskan transformasi perempuan Salafi dari 
partisipan dalam aktivitas dakwah menjadi aktor yang memperoleh legitimasi, 
pengakuan, dan otoritas dalam arena keagamaan kontemporer. 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penelitian ini berangkat dari perta-
nyaan mengenai bagaimana perempuan Salafi dapat memperoleh posisi sebagai 
figur keagamaan yang diakui dalam komunitasnya. Selama ini, perempuan 
Salafi lebih banyak dibahas dalam konteks peran domestik, segregasi gender, 

 
14 Ismail et al., “Seeking a Space of Equality: The Shifting Role of Salafi Women in Contemporary 
Indonesia.” 
15 S Schröter, “Leading the Way: Women’s Activism, Theology, and Women’s Rights in Southeast 
Asia,” in Muslim Women and Gender Justice: Concepts, Sources, and Histories (Frankfurt Research 
Center on Global Islam, Goethe-University of Frankfurt, Germany: Taylor and Francis, 2019), 
237–58, https://doi.org/10.4324/9781351025348-14. 
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atau keterlibatan mereka dalam aktivitas dakwah. Padahal, perkembangan 
pendidikan tinggi dan lembaga-lembaga Salafi telah melahirkan semakin banyak 
ustadzah, musyrifah, dan pendakwah perempuan yang memiliki peran penting 
dalam membimbing komunitas perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini 
berupaya menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu bagaimana perempuan Salafi 
memperoleh otoritas keagamaan, bagaimana lembaga pendidikan Salafi 
berperan dalam membentuk profesionalisasi keagamaan perempuan, dan bagai-
mana mereka menyeimbangkan peran domestik dengan peran profesional-
keagamaan yang mereka jalankan. Penelitian ini dengan demikian tidak hanya 
menjelaskan perubahan peran perempuan Salafi di Indonesia, tetapi juga 
menawarkan perspektif baru tentang bagaimana pendidikan dan profesiona-
lisasi keagamaan dapat melahirkan otoritas perempuan dalam gerakan Islam 
konservatif. 

enelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 
kepustakaan (library research) 16. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan 
untuk memahami transformasi peran perempuan Salafi di Indonesia melalui 
sintesis dan interpretasi berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Data 
penelitian diperoleh dari artikel jurnal, buku, dan berbagai dokumen ilmiah 
yang membahas perempuan Salafi, pendidikan Islam, relasi gender, profesiona-
lisasi keagamaan, serta otoritas keagamaan dalam komunitas Islam kontemporer. 

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis 
dengan mempertimbangkan relevansi tema, kebaruan penelitian, dan kontribusi 
teoritis dari setiap sumber. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik 
analisis isi (content analysis) yang dilakukan melalui proses identifikasi tema, 
pengelompokan temuan, interpretasi hubungan antar konsep, dan penyusunan 
generalisasi teoritis. Analisis difokuskan pada empat aspek utama, yaitu 
mobilitas pendidikan, pembentukan modal keagamaan, profesionalisasi keaga-
maan, dan konstruksi otoritas perempuan Salafi. Melalui pendekatan ini, 
penelitian berupaya menjelaskan bagaimana perubahan peran perempuan Salafi 
berlangsung serta bagaimana pendidikan dan institusi keagamaan membentuk 
otoritas perempuan dalam komunitas Salafi Indonesia. 

Dari Ruang Domestik Menuju Mobilitas Pendidikan 

Perkembangan pendidikan perempuan Salafi di Indonesia pasca reformasi 
menunjukkan adanya perubahan pola yang cukup signifikan dalam dua dekade 
terakhir. Jika pada periode sebelumnya pendidikan perempuan lebih sering 
dikaitkan dengan persiapan menjalankan peran sebagai istri dan ibu, kini pendi-
dikan mulai dipahami sebagai sarana untuk memperluas kapasitas intelektual 
dan keagamaan perempuan. 17  Fenomena ini dapat dilihat dari semakin 
banyaknya perempuan yang mengikuti pendidikan formal di lembaga-lembaga 

 
16 S V C Morris, J Rockett, and O Oko Elechi, “Qualitative Research,” in The Encyclopedia of 
Criminology and Criminal Justice (wiley, 2014), 1–4, https://doi.org/10.1002/97811-
18517383.wbeccj276. 
17 S Asrori, “THE MAKING OF SALAFI-BASED ISLAMIC SCHOOLS IN INDONESIA,” Al-
Jami’ah 60, no. 1 (2022): 227–64, https://doi.org/10.14421/AJIS.2022.601.227-264. 
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Salafi, baik pada tingkat menengah maupun perguruan tinggi. Kehadiran 
berbagai program pendidikan putri, ma'had khusus perempuan, dan kesempa-
tan melanjutkan studi ke Timur Tengah menunjukkan bahwa akses perempuan 
terhadap pendidikan Islam semakin terbuka. Pola ini mengindikasikan bahwa 
pendidikan tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap peran domestik semata, 
melainkan sebagai bagian penting dari proses pembentukan identitas 
keagamaan perempuan Salafi.18 

Perubahan tersebut juga tampak pada meningkatnya partisipasi perempuan 
dalam institusi pendidikan Salafi yang sebelumnya lebih didominasi laki-laki. 
Berbagai lembaga pendidikan mulai menyediakan ruang yang lebih luas bagi 
perempuan untuk memperoleh pendidikan agama secara sistematis dan berjen-
jang, khususnya di perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta.19 Kondisi ini 
menunjukkan adanya pergeseran orientasi pendidikan dalam komunitas Salafi. 
Jika sebelumnya perempuan lebih banyak memperoleh pendidikan melalui 
lingkungan keluarga atau majelis taklim lokal, kini mereka memiliki kesempatan 
untuk mengikuti pendidikan formal yang menghasilkan kompetensi keagamaan 
yang lebih terstruktur. Pendidikan menjadi salah satu instrumen penting yang 
memperluas mobilitas sosial dan keagamaan perempuan dalam komunitas 
Salafi. Melalui proses pendidikan dan kaderisasi tersebut, pengetahuan keaga-
maan tidak hanya diperoleh, tetapi juga dipraktikkan dan diakui dalam ruang 
sosial tertentu. Dengan demikian, struktur pendidikan Salafi dapat menjadi salah 
satu jalur yang membentuk otoritas perempuan, meskipun otoritas tersebut tetap 
berlangsung dalam batas-batas norma keagamaan komunitas.20 Dalam konteks 
ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan individu, 
tetapi juga sebagai mekanisme reproduksi pengetahuan dan kaderisasi dakwah 
dalam komunitas Salafi. 

Meningkatnya akses pendidikan menunjukkan bahwa komunitas Salafi 
sedang mengalami proses diferensiasi peran sosial. Pendidikan memungkinkan 
perempuan memasuki ruang-ruang aktivitas yang sebelumnya relatif terbatas 
tanpa harus meninggalkan identitas keagamaan yang mereka anut.21 Perempuan 
tetap dipandang sebagai penjaga keluarga, namun pada saat yang sama mereka 
juga memperoleh legitimasi untuk menjalankan fungsi-fungsi edukatif dan 

 
18 E F Nisa, “Embodied Faith: Agency and Obedience among Face-Veiled University Students in 
Indonesia,” Asia Pacific Journal of Anthropology 13, no. 4 (2012): 366–81, 
https://doi.org/10.1080/14442213.2012.697187. 
19 Andi Aderus et al., “How Salafism Forms Millennials’ Religious Understanding: A Case Study 
from an Indonesian University,” Ulumuna 27, no. 1 (June 29, 2023): 291–314, 
https://doi.org/10.20414/ujis.v27i1.615. 
20 I Erwani and A S Siregar, “The Role of Women in Islamic Sacred Texts: A Critical Study of 
Women’s Narratives and Authority in Islamic Tradition,” Pharos Journal of Theology 106, no. 1 
(2025): 1–14, https://doi.org/10.46222/PHAROSJOT.106.6. 
21 M. Ikhwan et al., “Islamic Education and Vulnerable Groups Advocacy in Dayah Diniyyah 
Darussalam, West Aceh,” Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam 9, no. 1 (January 26, 2026): 147–65, 
https://doi.org/10.31538/nzh.v9i1.201. 
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keagamaan di luar lingkungan rumah tangga. 22  Pendidikan dalam hal ini 
berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan peran domestik dengan 
keterlibatan yang lebih luas dalam kehidupan keagamaan komunitas. 

Lebih jauh, motivasi perempuan Salafi untuk melanjutkan pendidikan tinggi 
tidak semata-mata didorong oleh kepentingan ekonomi atau mobilitas profe-
sional sebagaimana lazim ditemukan dalam masyarakat modern. Pendidikan 
tinggi lebih sering dipahami sebagai bagian dari upaya memperdalam ilmu 
agama, meningkatkan kualitas dakwah, dan mempersiapkan diri menjadi 
pendidik bagi perempuan lainnya. Orientasi semacam ini menunjukkan bahwa 
pendidikan memperoleh makna religius yang kuat. Keputusan untuk 
melanjutkan studi tidak dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari nilai-
nilai Salafi, melainkan sebagai bentuk pengabdian yang sejalan dengan tujuan 
dakwah dan penyebaran ilmu agama. 

Perubahan orientasi pendidikan tersebut turut memengaruhi aspirasi 
perempuan Salafi. Jika sebelumnya keberhasilan perempuan sering diukur dari 
kemampuannya menjalankan peran domestik secara ideal, kini muncul aspirasi 
baru yang menggabungkan kesalehan domestik dengan pencapaian intelektual 
dan keagamaan. Perempuan tidak lagi hanya bercita-cita menjadi ibu yang 
salehah, tetapi juga menjadi pengajar, musyrifah, ustadzah, atau pembimbing 
keagamaan yang mampu memberikan manfaat bagi komunitasnya. Aspirasi ini 
menunjukkan adanya perluasan horizon sosial perempuan Salafi tanpa harus 
menanggalkan kerangka normatif yang menjadi dasar identitas keagamaan 
mereka. 

Secara lebih umum, fenomena ini memperlihatkan bahwa pendidikan telah 
menjadi pintu masuk utama bagi transformasi peran perempuan Salafi di 
Indonesia. Pendidikan tidak secara langsung menghapus peran domestik yang 
selama ini melekat pada perempuan, tetapi menciptakan ruang baru yang 
memungkinkan mereka berpartisipasi lebih aktif dalam bidang pendidikan, 
dakwah, dan pembinaan keagamaan. Dari kasus ini dapat dipahami bahwa 
perubahan dalam komunitas Islam konservatif tidak selalu terjadi melalui 
penolakan terhadap norma yang ada, melainkan dapat berlangsung melalui 
perluasan kesempatan pendidikan yang secara bertahap menghasilkan bentuk-
bentuk mobilitas sosial dan keagamaan baru bagi perempuan. Dengan demikian, 
pendidikan berfungsi sebagai fondasi awal yang memungkinkan lahirnya aktor-
aktor perempuan yang kelak memainkan peran penting dalam produksi dan 
transmisi pengetahuan keagamaan di lingkungan Salafi. 

Produksi Modal Keagamaan Melalui Pendidikan 

Perluasan akses pendidikan yang dialami perempuan Salafi tidak hanya 
menghasilkan peningkatan partisipasi dalam lembaga pendidikan Islam, tetapi 
juga mendorong terbentuknya modal keagamaan yang menjadi sumber legiti-

 
22 B Avolio, E Pardo, and M B Prados-Peña, “Factors That Contribute to the Underrepresentation 
of Women Academics Worldwide: A Literature Review,” Social Psychology of Education 27, no. 1 
(2024): 261–81, https://doi.org/10.1007/s11218-023-09838-3. 
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masi dalam komunitas mereka. Modal keagamaan tersebut diperoleh melalui 
proses pembelajaran yang terstruktur, mencakup penguasaan ilmu-ilmu syariah, 
hafalan Al-Qur’an, penguasaan bahasa Arab, serta kemampuan memahami dan 
menjelaskan teks-teks keagamaan. Dalam lingkungan Salafi, kompetensi keaga-
maan tidak dibangun melalui pengalaman personal semata, melainkan melalui 
proses pendidikan yang menekankan kedalaman pengetahuan agama dan 
kedekatan dengan tradisi keilmuan Islam. Pola ini menunjukkan bahwa 
pendidikan berfungsi sebagai arena utama dalam produksi pengetahuan dan 
otoritas keagamaan perempuan. 

Fenomena tersebut terlihat dari berkembangnya berbagai lembaga pendi-
dikan Salafi yang menyediakan kurikulum keagamaan secara sistematis bagi 
perempuan. Dijelaskan oleh Nisa, melalui program tahfiz, kajian kitab, pelatihan 
bahasa Arab, dan pembelajaran ilmu-ilmu syariah, perempuan memperoleh 
akses terhadap sumber-sumber pengetahuan yang sebelumnya lebih banyak 
didominasi oleh laki-laki 23 . Di banyak lembaga, kemampuan menghafal Al-
Qur’an, memahami hadis, dan menguasai dasar-dasar fikih menjadi indikator 
penting dalam menilai kualitas keilmuan seseorang. Proses pendidikan tidak 
hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga membentuk standar kompetensi yang 
digunakan komunitas untuk menilai kapasitas keagamaan perempuan. 

Kondisi tersebut merefleksikan perubahan dalam mekanisme pembentukan 
legitimasi keagamaan di kalangan perempuan Salafi. Jika pada masa sebelumnya 
legitimasi perempuan lebih banyak bersumber dari posisi keluarga atau 
kedekatannya dengan tokoh agama tertentu, kini legitimasi semakin dikaitkan 
dengan pencapaian akademik dan kompetensi keagamaan yang dapat dibuk-
tikan. Ijazah dari lembaga pendidikan Islam, sertifikat pengajaran, maupun 
pengalaman belajar pada guru-guru yang diakui menjadi bentuk modal simbolik 
yang memperkuat posisi perempuan dalam ruang keagamaan. Semakin tinggi 
tingkat pendidikan dan pengakuan akademik yang dimiliki, semakin besar 
peluang mereka untuk dipercaya sebagai pengajar, pembimbing, atau 
narasumber dalam kegiatan keagamaan. 

Modal keagamaan tidak hanya berupa pengetahuan yang dimiliki individu, 
tetapi juga mencakup pengakuan sosial terhadap pengetahuan tersebut. 
Seseorang dapat memiliki kemampuan memahami teks agama, tetapi kemam-
puan itu baru memperoleh nilai sosial ketika diakui oleh lembaga pendidikan, 
guru, atau komunitas yang lebih luas. Oleh karena itu, proses pendidikan Salafi 
sesungguhnya tidak hanya mentransmisikan ilmu agama, tetapi juga 
membangun mekanisme legitimasi yang menentukan siapa yang dianggap layak 
berbicara atas nama agama. Dalam konteks ini, pendidikan berperan sebagai 
institusi yang menghubungkan kompetensi keagamaan dengan pengakuan 
sosial. 

Lebih lanjut, terbentuknya modal keagamaan turut mengubah posisi perem-
puan dalam struktur komunitas Salafi. Perempuan yang memiliki kompetensi 

 
23 Nisa, “Embodied Faith: Agency and Obedience among Face-Veiled University Students in 
Indonesia.” 
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keagamaan yang tinggi mulai memperoleh kesempatan untuk mengajar, mem-
bina santri putri, menjadi musyrifah, atau mengisi kajian-kajian perempuan. 
Kesempatan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan agama dapat dikonver-
si menjadi posisi sosial yang lebih strategis dalam komunitas 24. Pendidikan bagi 
kelompok perempuan tidak hanya menghasilkan kemampuan intelektual, tetapi 
juga membuka akses terhadap peran-peran keagamaan yang sebelumnya relatif 
terbatas bagi perempuan. Proses inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi 
kemunculan figur-figur perempuan yang memiliki pengaruh dalam kehidupan 
keagamaan komunitasnya. 

Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan Salafi berfungsi sebagai meka-
nisme produksi modal keagamaan yang memungkinkan perempuan mempe-
roleh legitimasi dalam ruang keagamaan. Penguasaan ilmu-ilmu syariah, hafalan 
teks-teks agama, sertifikasi akademik, dan pengakuan dari lembaga pendidikan 
membentuk sumber daya simbolik yang dapat dikonversi menjadi otoritas 
sosial-keagamaan. Dari kasus ini dapat dipahami bahwa kemunculan perem-
puan sebagai aktor penting dalam dakwah dan pendidikan Islam bukan semata-
mata hasil perubahan sosial yang lebih luas, tetapi juga merupakan konsekuensi 
dari proses pembentukan modal keagamaan yang berlangsung secara sistematis 
melalui institusi pendidikan Salafi. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya 
memperluas akses perempuan terhadap ilmu agama, tetapi juga menyediakan 
dasar legitimasi yang memungkinkan mereka diterima sebagai figur keagamaan 
dalam komunitasnya. 

Menjadi Ustazah: Proses Profesionalisasi Keagamaan Perempuan 

Perkembangan pendidikan perempuan Salafi yang semakin luas telah 
melahirkan fenomena baru berupa munculnya kelompok perempuan yang 
menjalankan fungsi-fungsi keagamaan secara formal dan berkelanjutan. Jika 
pada periode sebelumnya keterlibatan perempuan dalam aktivitas dakwah lebih 
banyak bersifat informal dan terbatas pada lingkup keluarga atau komunitas 
kecil, kini sebagian perempuan menempati posisi yang secara kelembagaan 
diakui sebagai pengajar, pembimbing, musyrifah, maupun pemateri kajian. 
Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan pola partisipasi perempuan dari 
sekadar penerima pengetahuan agama menjadi aktor yang terlibat dalam 
produksi dan transmisi pengetahuan tersebut. Dalam konteks Salafi, perubahan 
ini tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui proses pendidikan, pembi-
naan, dan kaderisasi yang berlangsung secara sistematis. Kemunculan ustadzah 
perlu dipahami bukan hanya sebagai keberhasilan individu dalam menuntut 
ilmu, tetapi sebagai hasil dari proses profesionalisasi keagamaan yang sedang 
berkembang dalam komunitas Salafi Indonesia. 

Pola profesionalisasi tersebut dapat diamati melalui jalur kaderisasi yang 
dibangun oleh lembaga-lembaga pendidikan Salafi. Berbagai ma’had dan 
institusi pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer penge-

 
24 Abubakar, Nurlaelawati, and Wahib, “Interpreting Bulugh: Enhancement of Women’s Rights 
through Management of Marriage within Salafi Community in Wirokerten, Yogyakarta.” 
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tahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan calon tenaga pendidik 
perempuan. Mahasiswi atau santri yang menunjukkan kemampuan akademik 
dan kedisiplinan yang baik sering kali dilibatkan dalam kegiatan pembinaan 
santri junior, membantu proses pengajaran, atau mendampingi kegiatan 
keagamaan di lingkungan asrama. Keterlibatan tersebut menjadi tahap awal 
dalam proses pembentukan identitas profesional sebagai pendidik agama 25 . 
Proses ini menunjukkan bahwa profesionalisasi keagamaan perempuan berlang-
sung melalui mekanisme kelembagaan yang terstruktur dan berkesinambungan. 

Fenomena tersebut merefleksikan adanya perubahan orientasi dalam 
pengembangan sumber daya manusia perempuan di lingkungan Salafi. Jika 
sebelumnya pendidikan perempuan lebih diarahkan untuk memperkuat fungsi 
domestik dan pendidikan keluarga, kini pendidikan juga diarahkan untuk 
memenuhi kebutuhan komunitas akan tenaga pendidik perempuan yang 
kompeten. Kebutuhan ini muncul karena semakin berkembangnya lembaga 
pendidikan, majelis taklim, dan program pembinaan yang memerlukan keterl-
ibatan perempuan sebagai pengajar bagi jamaah perempuan 26. Dalam konteks 
segregasi gender yang masih dipertahankan, keberadaan ustadzah menjadi 
sangat penting karena mereka memiliki akses yang lebih luas untuk membina, 
mengajar, dan mendampingi perempuan lainnya. Profesionalisasi keagamaan 
perempuan bukan sekadar konsekuensi dari meningkatnya pendidikan, tetapi 
juga merupakan respons terhadap kebutuhan sosial dan kelembagaan dalam 
komunitas Salafi itu sendiri. 

Aktivitas mengajar dan dakwah menjadi arena utama tempat profesionali-
sasi tersebut diwujudkan. Setelah menyelesaikan pendidikan, banyak perem-
puan Salafi terlibat sebagai guru di ma’had, pengajar tahfiz, pembimbing 
asrama, atau pengisi kajian rutin bagi perempuan. Aktivitas ini menunjukkan 
bahwa pengetahuan agama yang diperoleh melalui pendidikan tidak berhenti 
pada tingkat personal, tetapi dikonversi menjadi praktik sosial yang memiliki 
fungsi publik. Melalui kegiatan mengajar dan dakwah, perempuan berperan 
dalam menyebarluaskan pengetahuan agama, membentuk pemahaman keisla-
man jamaah, serta membina generasi baru dalam komunitas Salafi 27. Dalam 
proses tersebut, kemampuan berbicara, menjelaskan teks agama, menjawab 
pertanyaan jamaah, dan membimbing praktik keagamaan menjadi kompetensi 
profesional yang terus diasah. Dengan demikian, aktivitas dakwah dan 
pendidikan berfungsi sebagai ruang kerja utama bagi perempuan yang meniti 
karier dalam bidang keagamaan. 

 
25 I K Muyassaroh and R Sciortino, “Public Expressions of Religion among Yogyakarta’s Salafi 
Muslimah,” KARSA 32, no. 2 (2024): 1–20, https://doi.org/10.19105/karsa.v32i2.15440. 
26 M F Zain, M Roqib, and M Masruri, “Advancing Women’s Leadership in Cultivating a Quality 
Culture in Indonesian Vocational High Schools: An Islamic Educational Perspective,” 
Munaddhomah 6, no. 3 (2025): 513–27, https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v6i3.1848. 
27  M T A Lopes Cardozo and E Srimulyani, “Analysing the Spectrum of Female Education 
Leaders’ Agency in Islamic Boarding Schools in Post-Conflict Aceh, Indonesia,” Gender and 
Education 33, no. 7 (2021): 847–63, https://doi.org/10.1080/09540253.2018.1544361. 
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Peran formal dalam lembaga pendidikan menjadi indikator penting lainnya 
dari proses profesionalisasi ini. Berbeda dengan aktivitas keagamaan yang 
bersifat sukarela atau insidental, posisi sebagai musyrifah, guru, koordinator 
program, atau pengelola pendidikan menunjukkan adanya pembagian tugas 
yang lebih jelas dan terorganisasi. Individu yang menempati posisi tersebut 
memiliki tanggung jawab tertentu, menjalankan fungsi yang berkelanjutan, dan 
sering kali menjadi bagian dari struktur kelembagaan yang resmi. Keberadaan 
posisi-posisi tersebut menunjukkan bahwa komunitas Salafi mulai membentuk 
ruang profesional bagi perempuan dalam bidang pendidikan dan dakwah. 
Menurut Mahmood otoritas individu tidak hanya ditentukan oleh tingkat 
kesalehan pribadi semata, tetapi juga oleh kemampuan menjalankan tugas-tugas 
kelembagaan yang diemban 28 . Oleh karena itu, profesionalisasi keagamaan 
berkaitan erat dengan proses institusionalisasi peran perempuan dalam 
organisasi dan lembaga pendidikan Islam. 

Profesionalisasi keagamaan dapat dipahami sebagai proses transformasi 
pengetahuan agama menjadi kompetensi yang diakui secara sosial dan kelem-
bagaan.29 Seseorang tidak serta-merta menjadi ustadzah hanya karena memiliki 
pengetahuan agama, tetapi harus melalui proses pembelajaran, pelatihan, dan 
pengakuan dari komunitas serta institusi yang relevan. Dalam hal ini, 
pendidikan berfungsi sebagai sarana memperoleh kompetensi, sedangkan 
lembaga pendidikan berfungsi sebagai pihak yang memberikan validasi terha-
dap kompetensi tersebut. Ketika seorang perempuan memperoleh kepercayaan 
untuk mengajar atau membimbing orang lain, maka pengetahuan yang 
dimilikinya telah mengalami proses konversi menjadi sumber legitimasi social.30 
Profesionalisasi keagamaan merupakan mekanisme yang menghubungkan 
pendidikan dengan pengakuan sosial dalam arena keagamaan. 

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa perempuan Salafi mulai membang-
un jalur karier keagamaan yang relatif jelas. Setelah menyelesaikan pendidikan, 
mereka dapat melanjutkan aktivitas sebagai pengajar, pembina santri, pengelola 
program dakwah, atau pemateri kajian di berbagai forum perempuan. Jalur ini 
memungkinkan perempuan untuk mengembangkan kapasitas keilmuan secara 
berkelanjutan sekaligus memperluas pengaruh mereka dalam komunitas. 
Meskipun istilah “karier” sering diasosiasikan dengan dunia kerja modern, 
dalam konteks ini karier keagamaan merujuk pada perjalanan bertahap 
seseorang dalam memperoleh pengalaman, tanggung jawab, dan pengakuan 

 
28 S Mahmood, Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject, Politics of Piety: The 
Islamic Revival and the Feminist Subject (Princeton University Press, 2011), 
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-
84886118025&partnerID=40&md5=9277ef5560f5ce90233f6595b3a2afb4. 
29  J Gray-Hildenbrand and R King, “Teaching in Contexts: Designing a Competency-Based 
Religious Studies Program,” Teaching Theology and Religion 22, no. 3 (2019): 191–204, 
https://doi.org/10.1111/teth.12495. 
30 P Zvavahera et al., “Gender and Knowledge Production in Institutions of Higher Learning: An 
African Context,” Journal of the British Academy 9 (2021): 217–41, https://doi.org/-
10.5871/jba/009s1.217. 



 

  

Profesionalisasi Keagamaan dan Konstruksi Otoritas Perempuan 

JITP, Volume 5, Number 3, September 2026 | 503 

dalam bidang pendidikan serta dakwah Islam. Profesionalisasi keagamaan tidak 
hanya menciptakan pekerjaan atau posisi tertentu, tetapi juga membentuk 
lintasan sosial yang memungkinkan perempuan mengembangkan identitas 
profesional sebagai tenaga keagamaan. 

Kemunculan kelompok ustadzah dan musyrifah lebih jauh memperlihatkan 
bahwa komunitas Salafi sedang mengalami diferensiasi fungsi keagamaan yang 
semakin kompleks. Jika sebelumnya otoritas dan pengajaran agama lebih banyak 
terpusat pada tokoh laki-laki, kini sebagian fungsi pendidikan dan pembinaan 
perempuan dijalankan oleh perempuan yang memiliki kompetensi khusus. 
Perubahan ini tidak berarti terjadinya penghapusan struktur gender yang ada, 
tetapi menunjukkan adanya distribusi peran yang lebih beragam dalam 
memenuhi kebutuhan komunitas. Profesionalisasi keagamaan perempuan ber-
langsung di dalam kerangka ideologi Salafi itu sendiri, bukan di luar atau 
melawan kerangka tersebut. Hal inilah yang membedakan fenomena ini dari 
berbagai narasi yang cenderung melihat peningkatan peran perempuan semata-
mata sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi laki-laki. 

Temuan ini memperlihatkan bahwa profesionalisasi keagamaan sudah 
melahirkan kelompok baru perempuan Salafi yang berfungsi sebagai tenaga 
profesional agama dalam berbagai bidang pendidikan dan dakwah. Melalui jalur 
kaderisasi, aktivitas mengajar, keterlibatan dalam lembaga pendidikan, dan 
pembentukan karier keagamaan, perempuan memperoleh posisi yang semakin 
penting dalam reproduksi pengetahuan Islam di lingkungan Salafi. Dari kasus 
ini dapat dipahami bahwa transformasi peran perempuan tidak hanya 
dipengaruhi oleh meningkatnya akses pendidikan, namun juga oleh terbentuk-
nya mekanisme kelembagaan yang memungkinkan mereka mengubah kompe-
tensi keagamaan menjadi peran sosial yang diakui. Profesionalisasi keagamaan 
nyatanya menjadi tangga penting yang menjembatani pendidikan dan kemun-
culan otoritas perempuan dalam komunitas Salafi kontemporer. 

Negosiasi Peran Domestik dan Peran Profesional  

Meningkatnya keterlibatan perempuan Salafi dalam bidang pendidikan dan 
dakwah tidak serta-merta mengubah prinsip dasar mengenai pembagian peran 
gender yang selama ini menjadi bagian dari identitas komunitas Salafi. Berbagai 
penelitian menunjukkan bahwa perempuan tetap memandang keluarga sebagai 
ruang pengabdian utama, bahkan ketika mereka aktif sebagai pengajar, 
musyrifah, atau pendakwah.  

Temuan Merlin memperlihatkan bahwa perempuan Salafi yang telah 
menikah cenderung menempatkan diri dalam sektor domestik, sementara 
penelitian Khotijah dan Madkur menunjukkan bahwa penerimaan terhadap 
peran rumah tangga dipahami sebagai bagian dari komitmen keagamaan, bukan 
sebagai bentuk subordinasi. Pola ini mengindikasikan bahwa peningkatan 
partisipasi perempuan dalam ruang publik tidak berlangsung melalui penga-
baian peran domestik, melainkan melalui upaya mempertahankan keduanya 
secara bersamaan. Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam aktivitas 
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profesional-keagamaan perlu dipahami sebagai perluasan peran sosial yang 
tetap berakar pada nilai-nilai keluarga yang dianut komunitas Salafi. 

Fenomena tersebut terlihat dari cara perempuan Salafi membangun relasi 
antara aktivitas keagamaan dan tanggung jawab keluarga. Dalam banyak kasus, 
dukungan suami dan keluarga menjadi faktor penting yang memungkinkan 
perempuan menjalankan peran profesional di luar rumah. Aktivitas mengajar, 
membina santri putri, mengisi kajian, atau mengelola program pendidikan 
sering kali dilakukan setelah memperoleh persetujuan dan dukungan dari ling-
kungan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi terhadap aktivitas 
publik perempuan tidak hanya berasal dari lembaga pendidikan atau komunitas 
dakwah, tetapi juga dari relasi keluarga yang menjadi ruang sosial terdekat 
mereka. Oleh karena itu, keberhasilan perempuan menjalankan peran 
profesional-keagamaan sering kali bergantung pada kemampuan membangun 
kesepahaman antara tuntutan keluarga dan aktivitas yang mereka lakukan di 
luar rumah. 

Perubahan ini merefleksikan adanya penyesuaian dalam cara komunitas 
Salafi memahami aktivitas publik perempuan. Temuan Yuliatin menunjukkan 
bahwa sebagian elit pesantren Salafi mulai memberikan ruang yang lebih luas 
bagi perempuan untuk menempuh pendidikan, bekerja, dan berpartisipasi 
dalam kegiatan sosial tertentu. Meskipun batasan normatif mengenai relasi 
gender tetap dipertahankan, aktivitas publik perempuan tidak lagi dipandang 
sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai Salafi selama aktivitas 
tersebut memiliki tujuan yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. 
Dalam konteks ini, profesi sebagai ustadzah, musyrifah, atau pengajar agama 
memperoleh legitimasi yang lebih kuat karena dipandang sebagai bentuk 
pelayanan keagamaan yang memberikan manfaat bagi komunitas. Aktivitas 
profesional perempuan diterima bukan karena mengubah norma yang ada, 
tetapi karena dianggap mendukung tujuan dakwah dan pendidikan Islam. 

Strategi membagi waktu menjadi salah satu mekanisme penting yang 
memungkinkan integrasi antara peran domestik dan profesional. Banyak 
aktivitas keagamaan perempuan diselenggarakan dalam format yang relatif 
fleksibel, seperti kajian khusus perempuan, pembelajaran daring, pendampingan 
santri putri, atau pengajaran yang disesuaikan dengan jadwal keluarga. 
Fleksibilitas ini memungkinkan perempuan tetap menjalankan tanggung jawab 
rumah tangga sekaligus mempertahankan keterlibatan dalam aktivitas 
keagamaan. Dalam konteks tersebut, profesionalisasi keagamaan perempuan 
tidak mengikuti model karier modern yang menuntut pemisahan tegas antara 
ruang kerja dan ruang keluarga, melainkan berkembang melalui pola yang 
mengakomodasi keduanya secara bersamaan. Strategi ini menunjukkan bahwa 
perempuan Salafi tidak melihat peran domestik dan profesional sebagai dua 
identitas yang saling bertentangan, tetapi sebagai dua bentuk tanggung jawab 
yang dapat dijalankan secara paralel. 

Interpretasi ini memperlihatkan bahwa keterlibatan perempuan dalam 
pendidikan dan dakwah tidak dapat dipahami hanya melalui kerangka emansi-
pasi atau perlawanan terhadap struktur patriarki. Berbeda dengan asumsi yang 
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sering muncul dalam literatur gender, perempuan Salafi tidak selalu meman-
dang aktivitas profesional sebagai sarana untuk keluar dari ruang domestik. 
Sebaliknya, aktivitas tersebut sering dipahami sebagai perpanjangan dari tang-
gung jawab keagamaan yang telah mereka jalankan dalam keluarga. Mengajar, 
membimbing, dan berdakwah dipandang sebagai bentuk pengabdian yang 
sejalan dengan nilai kesalehan, sehingga tidak menimbulkan kontradiksi dengan 
identitas mereka sebagai istri dan ibu. Oleh karena itu, profesionalisasi keaga-
maan perempuan dalam komunitas Salafi lebih tepat dipahami sebagai proses 
integrasi peran daripada proses substitusi atau penggantian peran domestik. 

Secara lebih umum, temuan ini menunjukkan bahwa transformasi peran 
perempuan dalam komunitas Salafi berlangsung melalui mekanisme negosiasi 
yang bersifat adaptif. Perempuan tidak meninggalkan peran domestik yang 
menjadi fondasi identitas mereka, tetapi mengembangkan cara-cara baru untuk 
mengintegrasikan tanggung jawab keluarga dengan aktivitas profesional-
keagamaan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa perubahan dalam komunitas 
Islam konservatif tidak selalu terjadi melalui penolakan terhadap norma yang 
berlaku, melainkan dapat berlangsung melalui reinterpretasi dan perluasan 
fungsi sosial yang dianggap sah secara keagamaan. Profesionalisasi keagamaan 
perempuan Salafi merupakan bentuk transformasi yang tetap berada dalam 
kerangka nilai-nilai Salafi, sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi 
keterlibatan perempuan dalam pendidikan, dakwah, dan pembinaan keagamaan 
masyarakat. 

Konstruksi Otoritas Perempuan Salafi 

Kemunculan ustadzah, musyrifah, dan pendakwah perempuan dalam 
komunitas Salafi menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan penting dalam 
distribusi peran keagamaan perempuan. Namun demikian, tidak semua perem-
puan yang memiliki pendidikan agama secara otomatis memperoleh otoritas 
keagamaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa otoritas merupakan hasil 
dari proses sosial yang lebih kompleks daripada sekadar kepemilikan 
pengetahuan agama. Pendidikan memang menyediakan akses terhadap ilmu-
ilmu syariah, bahasa Arab, hafalan Al-Qur’an, dan berbagai kompetensi 
keagamaan lainnya, tetapi kompetensi tersebut baru memiliki pengaruh ketika 
diakui dan diterima oleh komunitas. Pengetahuan agama merupakan syarat 
penting, tetapi belum cukup untuk menghasilkan otoritas. Otoritas keagamaan 
terbentuk ketika modal keagamaan yang dimiliki seseorang berhasil dikonversi 
menjadi legitimasi sosial yang diakui oleh jamaah, lembaga pendidikan, dan 
jaringan dakwah tempat ia beraktivitas 31. 

Pola tersebut terlihat dari bagaimana lembaga pendidikan Salafi berfungsi 
sebagai arena produksi sekaligus validasi modal keagamaan perempuan. 
Melalui proses pendidikan formal, perempuan memperoleh kompetensi yang 

 
31  A Orekhov et al., “Theological Education as a Way to Reproduce ‘Religious Capital’ 
(Philosophical and Legal Aspects),” Journal of Advanced Pharmacy Education and Research 11, no. 2 
(2021): 119–23, https://doi.org/10.51847/FXRHPJLM3P. 
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memungkinkan mereka mengajar, membimbing, dan menjelaskan persoalan 
keagamaan kepada orang lain. Namun nilai dari kompetensi tersebut tidak 
hanya terletak pada pengetahuan yang dimiliki, melainkan juga pada penga-
kuan yang diberikan oleh institusi yang menaunginya. Status sebagai alumni 
lembaga tertentu, pengalaman belajar kepada guru yang memiliki reputasi 
keilmuan, maupun keterlibatan dalam program kaderisasi menjadi sumber 
legitimasi yang memperkuat posisi perempuan dalam ruang keagamaan. 
Lembaga pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga menen-
tukan siapa yang dianggap memiliki kapasitas dan kelayakan untuk menja-
lankan fungsi-fungsi keagamaan dalam komunitas. 

Temuan ini merefleksikan bahwa otoritas keagamaan perempuan dalam 
lingkungan Salafi dibangun melalui hubungan erat antara modal keagamaan 
dan modal simbolik. Semakin tinggi tingkat kompetensi dan semakin besar 
pengakuan yang diterima seseorang, semakin kuat pula posisi sosial-keagama-
annya. Penguasaan ilmu agama berfungsi sebagai modal keagamaan, sedangkan 
kepercayaan yang diberikan oleh komunitas berfungsi sebagai modal simbolik 
yang mengubah kompetensi menjadi otoritas. Otoritas tidak lahir dari klaim 
individual atas pengetahuan agama, tetapi dari proses kolektif yang menghasil-
kan kepercayaan terhadap kapasitas seseorang untuk membimbing dan mem-
berikan arahan keagamaan.32 Hal ini menjelaskan mengapa sebagian perempuan 
dengan latar belakang pendidikan yang sama dapat memiliki tingkat pengaruh 
yang berbeda dalam komunitasnya. 

Proses konstruksi otoritas semakin terlihat melalui terbentuknya jaringan 
murid dan jamaah perempuan yang mengikuti kajian, pembinaan, dan aktivitas 
dakwah yang mereka selenggarakan. Hubungan yang berulang antara ustadzah 
dan jamaah menciptakan ruang sosial tempat otoritas diproduksi dan direpro-
duksi secara terus-menerus 33. Melalui kegiatan mengajar, menjawab persoalan 
keagamaan, membimbing praktik ibadah, dan memberikan nasihat dalam 
kehidupan sehari-hari, seorang ustadzah membangun kepercayaan yang 
menjadi dasar pengaruhnya. Semakin luas jaringan murid yang dibina, semakin 
besar pula kemampuan seorang figur untuk memengaruhi cara pandang dan 
praktik keagamaan komunitas perempuan. Jaringan sosial tidak hanya menjadi 
media penyebaran pengetahuan, tetapi juga menjadi mekanisme utama yang 
memperkuat dan mempertahankan otoritas keagamaan perempuan. 

Dalam perkembangan yang lebih mutakhir, ruang digital telah menjadi 
arena baru dalam pembentukan otoritas keagamaan perempuan Salafi. 
Kehadiran berbagai akun dakwah perempuan di Instagram, Facebook, 
Telegram, YouTube, dan platform digital lainnya memperlihatkan bahwa 

 
32 R W Hefner, “Islamic Knowledge and Education in the Modern Age,” in The New Cambridge 
History of Islam: Muslims and Modernity Culture and Society Since 1800 (Institute on Culture, 
Religion, and World Affairs, Boston University, United States: Cambridge University Press, 
2010), 497–520, https://doi.org/10.1017/CHOL9780521844437.021. 
33 D Kloos, “The Salience of Gender: Female Islamic Authority in Aceh, Indonesia,” Asian Studies 
Review 40, no. 4 (2016): 527–44, https://doi.org/10.1080/10357823.2016.1225669. 
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otoritas tidak lagi bergantung sepenuhnya pada interaksi tatap muka 34. Melalui 
media digital, perempuan dapat menyebarkan materi kajian, menjawab 
pertanyaan keagamaan, serta membangun hubungan dengan audiens yang jauh 
lebih luas dibandingkan ruang dakwah konvensional. Fenomena ini menunjuk-
kan bahwa otoritas keagamaan kontemporer semakin dipengaruhi oleh kemam-
puan mengelola jaringan komunikasi dan membangun reputasi di ruang publik 
digital.35 Dalam banyak kasus, jumlah pengikut, intensitas interaksi, dan konsis-
tensi produksi konten keagamaan turut memperkuat legitimasi seorang 
pendakwah perempuan di mata jamaahnya. 

Meskipun demikian, perluasan otoritas perempuan tetap berlangsung dalam 
batas-batas yang ditentukan oleh struktur ideologis Salafi. Otoritas perempuan 
umumnya berkembang dalam bidang pendidikan, pembinaan, dan dakwah 
yang berorientasi kepada jamaah perempuan, sementara posisi-posisi otoritas 
tertinggi masih berada dalam dominasi ulama laki-laki. Kondisi ini menunjuk-
kan bahwa profesionalisasi dan peningkatan kapasitas perempuan tidak secara 
otomatis menghasilkan kesetaraan penuh dalam struktur otoritas keagamaan. 
Sebaliknya, yang terjadi adalah perluasan ruang otoritas perempuan di dalam 
kerangka normatif yang telah ada. Dengan kata lain, perempuan memperoleh 
pengaruh yang semakin besar tanpa harus mengubah secara mendasar struktur 
keagamaan yang menjadi karakter utama gerakan Salafi. 

Secara umum, temuan ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan perem-
puan Salafi merupakan hasil interaksi antara modal keagamaan, legitimasi 
sosial, dan posisi kelembagaan. Pendidikan menghasilkan kompetensi dan 
modal keagamaan, lembaga pendidikan memberikan pengakuan formal, semen-
tara komunitas dan jaringan jamaah mengubah pengakuan tersebut menjadi 
otoritas yang efektif. Dalam konteks kontemporer, media digital semakin 
memperluas jangkauan dan pengaruh figur-figur perempuan yang aktif dalam 
dakwah dan pendidikan Islam. Oleh karena itu, otoritas keagamaan perempuan 
tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konsekuensi dari meningkatnya 
pendidikan, tetapi sebagai hasil dari proses profesionalisasi yang memung-
kinkan modal keagamaan dikonversi menjadi legitimasi dan pengaruh sosial. 
Temuan ini memperlihatkan bahwa transformasi perempuan Salafi di Indonesia 
bukan hanya ditandai oleh meningkatnya partisipasi dalam pendidikan dan 
dakwah, tetapi juga oleh munculnya bentuk-bentuk otoritas keagamaan baru 
yang dibangun melalui kombinasi kompetensi, pengakuan komunitas, dan 
dukungan kelembagaan. 

 

 
34  H Firmansyah and A F Aniq, “THE ADAPTATION OF CYBER SALAFISM DA ͑WAH IN 
HADĪTH AḤKĀM LITERATURE: ANALYZING ͑UMDAT AL-AḤKĀM SERMONS ON THE 
YUFID CHANNEL,” Jurnal Ilmiah Islam Futura 25, no. 1 (2025): 263–84, 
https://doi.org/10.22373/jiif.v25i1.28991. 
35 F M Sari and A T Sikumbang, “Teungku Inong and Digital Da’wah in Aceh: Balancing Social 
Media, Career, and Family through an Islamic Communication Perspective,” El-Usrah 8, no. 1 
(2025): 618–42, https://doi.org/10.22373/gn56dh46. 
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Kesimpulan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi peran perempuan Salafi di 
Indonesia berlangsung melalui proses yang bertahap dan terinstitusionalisasi, 
dimulai dari perluasan akses pendidikan Islam, akumulasi modal keagamaan, 
profesionalisasi peran dakwah dan pendidikan, hingga terbentuknya otoritas 
keagamaan yang diakui oleh komunitas. Temuan penelitian memperlihatkan 
bahwa pendidikan berfungsi sebagai pintu masuk utama yang memungkinkan 
perempuan memasuki ruang-ruang keagamaan yang sebelumnya lebih terbatas, 
sementara penguasaan ilmu-ilmu syariah, hafalan teks agama, dan pengalaman 
kelembagaan menjadi sumber modal keagamaan yang mendukung legitimasi 
mereka.  

Namun demikian, otoritas keagamaan perempuan tidak lahir semata-mata 
dari kepemilikan pengetahuan agama, melainkan dari kemampuan mengonversi 
modal keagamaan tersebut menjadi legitimasi sosial melalui pengakuan 
komunitas, jaringan jamaah, dan posisi dalam lembaga pendidikan. Temuan ini 
menunjukkan bahwa kemunculan ustadzah dan musyrifah di lingkungan Salafi 
tidak merepresentasikan penolakan terhadap struktur normatif Salafi, tetapi 
merupakan bentuk profesionalisasi keagamaan yang berkembang di dalam 
kerangka ideologi gerakan itu sendiri. Secara teoretis, penelitian ini berkontri-
busi pada pengembangan kajian tentang otoritas keagamaan perempuan dalam 
Islam konservatif dengan menunjukkan hubungan antara pendidikan, modal 
keagamaan, profesionalisasi, dan pembentukan otoritas. 

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Kajian 
ini lebih berfokus pada proses pembentukan otoritas perempuan dalam konteks 
pendidikan dan kelembagaan Salafi sehingga belum mengkaji secara mendalam 
variasi pengalaman perempuan Salafi di berbagai daerah maupun perbedaan 
karakter antarjaringan Salafi yang berkembang di Indonesia. Selain itu, 
penelitian ini belum mengeksplorasi secara rinci dinamika otoritas perempuan 
dalam ruang digital yang semakin penting dalam perkembangan dakwah 
kontemporer. Oleh karena itu, penelitian mendatang perlu mengkaji bagaimana 
media sosial membentuk, memperluas, atau bahkan mengubah mekanisme 
legitimasi dan otoritas keagamaan perempuan Salafi. Studi lanjutan juga dapat 
membandingkan model profesionalisasi dan konstruksi otoritas perempuan 
pada berbagai kelompok Islam konservatif di Indonesia untuk memahami 
bagaimana pendidikan, institusi, dan teknologi digital berinteraksi dalam 
membentuk figur-figur otoritatif perempuan di era kontemporer. 

 

Pernyataan Penggunaan AI 
Penulis menggunakan Claude dan chatgpt untuk sebagai alat kedua membantu pengerjaan 
artikel, alat ini secara khusus digunakan untuk menyempurnakan bahasa, termasuk 
memperjelas kalimat, memperbaiki tata bahasa. Juga alat tersbut digunakan untuk mengecek 
kesesuain data yang sudah diperoleh dengn yang ada di sub bab analisis. Tentu penulis tetap 
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Profesionalisasi Keagamaan dan Konstruksi Otoritas Perempuan 

JITP, Volume 5, Number 3, September 2026 | 509 

Daftar Pustaka 

Abubakar, F, E Nurlaelawati, and A B Wahib. “Interpreting Bulugh: 
Enhancement of Women’s Rights through Management of Marriage within 
Salafi Community in Wirokerten, Yogyakarta.” Indonesian Journal of Islam and 
Muslim Societies 12, no. 1 (2022): 139–63. https://doi.org/10.18326/-
ijims.v12i1.139-163. 

Aderus, Andi, Ilham Iskandar, Muhammad Irfan Hasanuddin, Firman Firman, 
and Arif Sukino. “How Salafism Forms Millennials’ Religious Understan-
ding: A Case Study from an Indonesian University.” Ulumuna 27, no. 1 (June 
29, 2023): 291–314. https://doi.org/10.20414/ujis.v27i1.615. 

Ahmed, L, and K Ali. Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern 
Debate. Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate. 
Harvard Divinity School, United States: Yale University Press, 2021. 
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-
85103684548&partnerID=40&md5=edb18e31a7693bc690b2d899db100508. 

Asrori, S. “THE MAKING OF SALAFI-BASED ISLAMIC SCHOOLS IN 
INDONESIA.” Al-Jami’ah 60, no. 1 (2022): 227–64. https://doi.org/-
10.14421/AJIS.2022.601.227-264. 

Avolio, B, E Pardo, and M B Prados-Peña. “Factors That Contribute to the 
Underrepresentation of Women Academics Worldwide: A Literature 
Review.” Social Psychology of Education 27, no. 1 (2024): 261–81. 
https://doi.org/10.1007/s11218-023-09838-3. 

Bøe, M H. “Controversies, Complexities and Contexts: Teaching Islam through 
Internal Feminist Critique of the Religion.” Religions 11, no. 12 (2020): 1–17. 
https://doi.org/10.3390/rel11120662. 

Erwani, I, and A S Siregar. “The Role of Women in Islamic Sacred Texts: A Critical 
Study of Women’s Narratives and Authority in Islamic Tradition.” Pharos 
Journal of Theology 106, no. 1 (2025): 1–14. https://doi.org/-
10.46222/PHAROSJOT.106.6. 

Firmansyah, H, and A F Aniq. “THE ADAPTATION OF CYBER SALAFISM 
DA ͑WAH IN HADĪTH AḤKĀM LITERATURE: ANALYZING ͑UMDAT AL-
AḤKĀM SERMONS ON THE YUFID CHANNEL.” Jurnal Ilmiah Islam Futura 
25, no. 1 (2025): 263–84. https://doi.org/10.22373/jiif.v25i1.28991. 

Gray-Hildenbrand, J, and R King. “Teaching in Contexts: Designing a 
Competency-Based Religious Studies Program.” Teaching Theology and 
Religion 22, no. 3 (2019): 191–204. https://doi.org/10.1111/teth.12495. 

Havril, A. “Deconstructing Stereotypes: Perception of Women in Higher 
Education in the Kingdom of Saudi Arabia – A Realm of Empowerment.” 
Journal of Linguistic and Intercultural Education 12, no. 1 (2019): 99–111. 
https://doi.org/10.29302/jolie.2019.12.1.7. 

Hefner, R W. “Islamic Knowledge and Education in the Modern Age.” In The New 
Cambridge History of Islam: Muslims and Modernity Culture and Society Since 
1800, 497–520. Institute on Culture, Religion, and World Affairs, Boston 



 

 

Moh. Fiqih Firdaus 

| JITP, Volume 5, Number 3, September 2026 510 

University, United States: Cambridge University Press, 2010. https://-
doi.org/10.1017/CHOL9780521844437.021. 

Husein Muhammad. Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender. 
Yogyakarta,: LkiS, 2002. 

Ikhwan, M., Eka Srimulyani, Sehat Ihsan Shadiqin, Tabrani ZA, and M. Agus 
Wahyudi. “Islamic Education and Vulnerable Groups Advocacy in Dayah 
Diniyyah Darussalam, West Aceh.” Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam 9, no. 1 
(January 26, 2026): 147–65. https://doi.org/10.31538/nzh.v9i1.201. 

Ismail, Zaky, M. Anas Fakhruddin, Laili Bariroh, and Aniek Nurhayati. “Seeking 
a Space of Equality: The Shifting Role of Salafi Women in Contemporary 
Indonesia.” Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam 14, no. 1 (2024): 211–
29. https://doi.org/10.15642/teosofi.2024.14.1.211-229. 

Khotijah, Khotijah, and Ahmad Madkur. “Domestikasi Perempuan Salafi: 
Konstruksi Sosial Perempuan Salafi Di Kota Metro Lampung.” Kafa`ah: 
Journal of Gender Studies 8, no. 2 (2018): 197. https://doi.org/-
10.15548/jk.v8i2.219. 

Kloos, D. “The Salience of Gender: Female Islamic Authority in Aceh, Indonesia.” 
Asian Studies Review 40, no. 4 (2016): 527–44. https://doi.org/-
10.1080/10357823.2016.1225669. 

Kloos, David. “The Salience of Gender: Female Islamic Authority in Aceh, 
Indonesia.” Asian Studies Review 40, no. 4 (October 7, 2016): 527–44. 
https://doi.org/10.1080/10357823.2016.1225669. 

Lopes Cardozo, M T A, and E Srimulyani. “Analysing the Spectrum of Female 
Education Leaders’ Agency in Islamic Boarding Schools in Post-Conflict 
Aceh, Indonesia.” Gender and Education 33, no. 7 (2021): 847–63. 
https://doi.org/10.1080/09540253.2018.1544361. 

Mahmood, S. Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject. Politics of 
Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject. Princeton University Press, 
2011. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-848861180-
25&partnerID=40&md5=9277ef5560f5ce90233f6595b3a2afb4. 

Morris, S V C, J Rockett, and O Oko Elechi. “Qualitative Research.” In The 
Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, 1–4. wiley, 2014. 
https://doi.org/10.1002/9781118517383.wbeccj276. 

Muyassaroh, I K, and R Sciortino. “Negotiating Living Hadith in Public Spaces: 
The Case of Salafi Muslimah Religious Study Groups in Yogyakarta.” Jurnal 
Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis 26, no. 1 (2025): 131–58. 
https://doi.org/10.14421/qh.v26i1.5715. 

———. “Public Expressions of Religion among Yogyakarta’s Salafi Muslimah.” 
KARSA 32, no. 2 (2024): 1–20. https://doi.org/10.19105/karsa.v32i2.15440. 

Nisa, E F. “Embodied Faith: Agency and Obedience among Face-Veiled 
University Students in Indonesia.” Asia Pacific Journal of Anthropology 13, no. 
4 (2012): 366–81. https://doi.org/10.1080/14442213.2012.697187. 

Orekhov, A, V Galuzo, D Kvon, A Chernyavsky, and F Akhmedova. “Theological 
Education as a Way to Reproduce ‘Religious Capital’ (Philosophical and 



 

  

Profesionalisasi Keagamaan dan Konstruksi Otoritas Perempuan 

JITP, Volume 5, Number 3, September 2026 | 511 

Legal Aspects).” Journal of Advanced Pharmacy Education and Research 11, no. 2 
(2021): 119–23. https://doi.org/10.51847/FXRHPJLM3P. 

Peran, Atas, Perempuan Di, Ruang Publik, and Dalam Qs. “Volume 18 , No . 2 , 
Juli 2019” 18, no. 2 (2019). 

Rizal, D, and D Putri. “Reinterpreting Religious Texts on Gender Equality: The 
Perspective of Ahmad Syafii Maarif.” Juris: Jurnal Ilmiah Syariah 23, no. 2 
(2024): 327–36. https://doi.org/10.31958/juris.v23i2.10233. 

Sari, F M, and A T Sikumbang. “Teungku Inong and Digital Da’wah in Aceh: 
Balancing Social Media, Career, and Family through an Islamic 
Communication Perspective.” El-Usrah 8, no. 1 (2025): 618–42. 
https://doi.org/10.22373/gn56dh46. 

Schröter, S. “Leading the Way: Women’s Activism, Theology, and Women’s 
Rights in Southeast Asia.” In Muslim Women and Gender Justice: Concepts, 
Sources, and Histories, 237–58. Frankfurt Research Center on Global Islam, 
Goethe-University of Frankfurt, Germany: Taylor and Francis, 2019. 
https://doi.org/10.4324/9781351025348-14. 

Sukron Mazid and Sholihul Hakim. “Gender Equality of Salafi Family in Dieng.” 
Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture 12, no. 1 
(2020): 20. 

Zain, M F, M Roqib, and M Masruri. “Advancing Women’s Leadership in 
Cultivating a Quality Culture in Indonesian Vocational High Schools: An 
Islamic Educational Perspective.” Munaddhomah 6, no. 3 (2025): 513–27. 
https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v6i3.1848. 

Zvavahera, P, M Dikito-Wachtmeister, S Pasipanodya, N S Mwenda, and G O 
Achar. “Gender and Knowledge Production in Institutions of Higher 
Learning: An African Context.” Journal of the British Academy 9 (2021): 217–41. 
https://doi.org/10.5871/jba/009s1.217. 


